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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
 

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan 

atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara 

menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang 

yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga 

tegaknya kedaulatan negara. 

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian Warga Negara 

Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang keimigrasian. Fungsi dari pengawasan keimigrasian adalah 

untuk melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan 

kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting dalam 

pengawasan keimigrasian yaitu: 

1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari 

dan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik 

Indonesia 
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Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang memerlukan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

anggaran pengawasan keimigrasian diperlukan untuk keberlangsungan organisasi, terutama 

pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian baik terhadap Warga 

Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Sumber anggaran Kantor 

Imigrasi berasal dari kegiatan pelayanan yang dilakukan, seperti pembuatan paspor bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI), pembuatan visa bagi Warga Negara Asing (WNA) dan pembuatan 

izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 tentang Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. 

Anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian yang disusun oleh seksi Pengawasan dan 

Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang tahun 2018 mengalami 

penurunan pagu anggaran dibandingkan dengan jumlah anggaran di tahun 2017. Untuk lebih 

jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang Tahun 2017 - 2018 

No Tahun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran 

1 2017 550.666.000 478.871.800 

2 2018 276.330.000 253.990.750 

Sumber: Laporan Realisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017-2018. 
 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan pagu anggaran 

kegiatan pengawasan keimigrasian pada tahun 2018. Anggaran pengawasan keimigrasian 

tahun 2017 yaitu sebesar Rp 550.666.000 sedangkan anggaran pada tahun 2018 hanya 
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sebesar Rp 276.330.000. Pada data tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara 

jumlah anggaran tahun 2017 dengan anggaran tahun 2018, dimana selisihnya hampir  setengah 

dari anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp 274.336.000. 

Pelaksanaan anggaran diperlukan untuk keberlangsungan organisasi, salah satunya 

pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian baik terhadap Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) secara efektif dan efisien agar 

keuangan dapat tetap stabil. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 280 Ayat 1 dan 2 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam 

pengelolaan keuangan daerah yaitu meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan akuntabel. Data realisasi anggaran pengawasan keimigrasian pada Kantor 

Imigrasi Palembang tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi 

Kelas I Palembang Tahun 2018 

Nama Kegiatan Tahun Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

% 

Pengawasan Keimigrasian 

- Fasilitas Fungsi Pengawasan 

Keimigrasian di Daerah 

- Operasional Intelijen 

Keimigrasian di Sumsel 

- Operasi Pemantauan 

Keimigrasian di Sumsel 

- Operasi Gabungan Pengawasan 

Keimigrasian di Sumatera 

2017 550.666.000 

309.900.000 

 
77.776.000 

 

96.070.000 

 
66.920.000 

478.871.800 

53.612.650 

 
53.612.650 

 

83.807.750 

 
50.873.500 

71.794.200 

24.163.350 

 
24.163.350 

 

12.262.250 

 
16.046.500 

87 

69 

 
69 

 
86 

 
76 

Pengawasan Keimigrasian 

- Pengawasan Administratif 

- Penyelidikan Intelijen 

- Operasi Mandiri dalam Rangka 

Pengawasan Lapangan 

- Operasi Gabungan dalam 

Rangka Pengawasan Lapangan 

2018 276.330.000 

170.360.000 

32.140.000 

 
40.730.000 

 
33.100.000 

253.990.750 

160.070.500 

29.149.100 

 
36.465.400 

 
28.305.750 

22.339.250 

10.289.500 

2.990.900 

 
4.264.000 

 
4.794.250 

91 

93 

90 

 
89 

 
85 

Sumber: Laporan Realisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018. 
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Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran pengawasan keimigrasian pada 

tahun 2017 hanya mencapai 87 persen, sedangkan anggaran tahun 2018 mengalami penurunan 

pagu anggaran dengan realisasi sebesar 91 persen. Pengurangan pagu anggaran di tahun 2018 

menyebabkan kenaikan pada tingkat realisasi anggaran pengawasan keimigrasian. Selain itu 

pada tahun 2017 beberapa kegiatan pengawasan keimigrasian realisasinya masih kurang 

optimal seperti fasilitas fungsi pengawasan keimigrasian di daerah dan operasional intelijen 

keimigrasian di sumsel realisasinya hanya mencapai 69 persen. Secara garis besar dengan 

adanya pengurangan anggaran pada seksi pengawasan keimigrasian berdampak pada 

pencapaian realisasi yang lebih optimal oleh petugas seksi pengawasan keimigrasian yakni jika 

diratakan menjadi 89 persen. 

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan dan penindakan 

keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Berdasarkan sejumlah fakta dilapangan, 

peneliti telah mengidentifikasi permasalahan diantaranya terjadi penurunan pagu anggaran 

pengawasan keimigrasian di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu Rp 550.666.000 

menjadi Rp 276.330.000 dengan selisih anggaran sebesar Rp 274.336.000 dan penyerapan 

anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian yang belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. Penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Pelaksanaan 

Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan 

Keimigrasian tahun 2018 di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Hasil analisis dari penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk 

pengambilan keputusan dalam mengelola pelaksanaan anggaran kegiatan di tahun berikutnya 

agar dalam penggunaan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan 

secara efektif dan efisien. 
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B. Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang ada adalah: “Apa Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan 

Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang Tahun 2018?”. 

C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi 

Kelas I Palembang Tahun 2018” 

D. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara 

untuk mengetahui tentang keuangan sektor publik, terutama mengenai 

analisis pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian oleh Seksi 

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang Tahun 2018. 

2. Manfaat Praktis 

 
Sebagai bentuk upaya perbaikan pelaksanaan anggaran khususnya pada 

kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian oleh Seksi Pengawasan 

dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 

2018
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